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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Masyarakat adat selalu memelihara hubungan sejarah dan 

kerohanian dengan sumber daya alamnya, sehingga budaya yang dimilikinya 

dapat berkembang dari generasi ke generasi. Apabila wilayah adat tersebut 

terusik, akan dapat mengancam kehidupan ekonomi dan eksistensi dari 

masyarakat adat itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, sampai 

dengan saat ini eksistensi wilayah adat atau tanah-tanah ulayat1 semakin 

berkurang bahkan beberapa wilayah di Indonesia hampir menghilang atau 

memudar.  

Berkurangnya eksistensi tanah ulayat masyarakat adat dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena peraturan 

perundang-undangan yang pada mulanya dikeluarkan untuk melindungi hak-

hak masyarakat adat, namun pelaksanaannya ternyata tidak sejalan dengan 

tujuan dimaksud. Untuk itu sudah selayaknya hak-hak masyarakat adat di 

Indonesia dilindungi, merupakan “sebuah hak ekonomi, sosial dan budaya 

yang dilindungi oleh kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia 

(HAM)”2.  

Hak tradisional masyarakat adat adalah hak asal yang menjadi 

penanda keberadaan suatu komunitas bukan hak berian, sehingga tanpa 

dituliskan di dalam konstitusi atau hukum tertulis lainnya, hak ini tetap 

 
1 Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat 

hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki 

oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana 

kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, 

termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber 

daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak 

terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Jadi, hak 

penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Sedangkan hak ulayat 

merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang 

berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. 
2 Fifik Wirayani, Reformasi Hak Ulayat Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Alam, (Malang: Setara Pers, 2009), hlm. 2. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_hukum_adat
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menjadi lembaga yang hidup di dalam masyarakat adat. Kemajuan penting 

pengakuan hak ulayat dalam konstitusi di Indonesia ditemukan dalam hasil 

amandemen kedua UUD 1945 yaitu Pasal 18 B3 dan Pasal 28 I4. Demikian 

juga dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor IX/2001/MPR tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam disebutkan bahwa prinsip-

prinsip pembaruan agraria antara lain: “……. j. mengakui, menghormati, dan 

melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas 

sumber daya agraria/sumber daya alam; ……dst”. Khususnya perlindungan 

terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat 

diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria yang sering disebut dengan Undang-undang 

Pokok Agraria (UUPA)5. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa dalam konstitusi dan 

regulasi kebijakan nasional, eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak 

ulayatnya diakui dan dilindungi secara deklaratif, namun terdapat beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai masyarakat 

(hukum) adat beserta hak ulayat. Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif 

yaitu: a) Sepanjang masih hidup; b) Sesuai dengan perkembangan 

masyarakat; c) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

dan d) harus diatur dalam Undang-undang. Kiranya, persyaratan yang 

demikian berpotensi menyulitkan dalam operasional di lapangan.  

Pengakuan bersyarat dalam konstitusi dimaksud, sejalan dengan 

kebijakan yang diatur dalam Pasal 3 UUPA yang mengakui adanya hak ulayat 

 
3 Pasal 18 B UUD 1945 menyebutkan bahwa: ayat (1), Negara mengakui dan menghormati 

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 

undang-undang. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan: Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yang diatur dalam undang-undang. 
4 Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: Identitas budaya dan hak masyarakat 

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.  
5 Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 

dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 

nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.   
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sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataannya masih ada. Menurut Boedi 

Harsono, lembaga hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak 

memerintahkan untuk mengaturnya6, sehingga persoalannya berakibat pada 

menggantungnya keberadaan tanah ulayat dimaksud. Boedi Harsono juga 

menegaskan bahwa UUPA tidak menghapus hak ulayat, namun UUPA juga 

tidak akan mengaturnya secara rinci karena, diaturnya hak ulayat maka akan 

berakibat langgengnya eksistensi hak ulayat7. Pengakuan terhadap hak ulayat 

tanpa adanya pengaturan mengenai hak tersebut secara rinci akan menjadi 

suatu dilema, dapat ditafsirkan bukan pengaturan yang memberikan 

perindungan dan kepastian hukum sebagaimana tujuan dan hakikat dari 

norma hukum. Dapat dikatakan dalam realitas sosial UUPA dan peraturan 

pelaksanaannya belum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat adat 

yaitu mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak ulayat. Sampai 

saat ini regulasi pengesahan hak atas tanah adat masih menjadi masalah 

(belum berjalan dengan baik)8, sehingga ketidakpastian kepemilikan tanah 

adat masih terjadi di masyarakat. 

Demikian juga dalam tataran mikro, kendati masyarakat adat di 

Bali kenyataannya sudah mengatur wilayah dan penggunaan tanah ulayatnya 

sendiri, tetapi kepemilikan oleh masyarakat adat (komunal) belum jelas dari 

segi hukum. Belum jelas dimaksud karena tidak ada bukti tertulis, yang 

mendukung kepastian dan perlindungannya9. Beberapa tanah-tanah adat 

memang mendapatkan perlakuan yang baik dari negara10, namun pengakuan 

 
6 Lihat Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, 1987, Jakarta, Djambatan, 

hlm. 252. 
7 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan ke-12 (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 193. 
8 Untuk memastikan keberadaan tanah ulayat harus dilakukan penelitian sebagaimana amanat 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.  
9 Laporan kegiatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali, yang diwakili oleh I 

Kadek Arimbawa pada Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, 

Senayan—Jakarta, Selasa, tanggal 6 April 2010);  
10 Hal tersebut dapat diketahui dengan telah dikeluarkannya peraturan-peraturan daerah yang 

mengatur masalah hak ulayat seperti di Provinsi: Riau (Kabupaten Kampar), Bali, Sumatera Barat, 

Banten (Kabupaten Lebak), Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja), Kalimantan Timur ( 

Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Luwu Utara); lihat Julius Sembiring, dkk, 2008, Pengaturan 
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negara mengenai hak ulayat melalui beberapa peraturan daerah tersebut 

belum tuntas. Dalam kenyataannya tanah ulayat tersebut ada, namun belum 

ada kejelasan/kepastian hukum kepemilikan. Adanya klausul dalam UUPA 

yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat (termasuk tanah Druwe 

Desa) dibatasi oleh adanya kepentingan nasional dan negara sangat abstrak 

karena nantinya dapat ditafsirkan secara luas. Demikian juga, penyebutan 

“hak ulayat’ dan “masyarakat hukum adat” dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 

UUPA tidak jelas, samar-samar dan multi tafsir, sehingga berimplikasi pada 

ketidakjelasan penjabaran dan menjadikan pasal dimaksud tidak operasional, 

menjadikan posisi dari tansh Druwe Desa menjadi “lemah”. 

Masyarakat adat di Bali tidak hanya masih ada (secara formal 

diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Desa Pakraman) serta dalam realitas sosialnya menjadi jantung kehidupan 

sosial masyarakat yang turun temurun, memiliki harta kekayaan berupa 

Palemahan (disebut tanah Druwe Desa). Keberadaan tanah dimaksud 

termanifestasi dalam berbagai bentuk penguasaan dan pemanfaatan atas tanah 

oleh persekutuan (krama) tetapi setidaknya atau belum diakui oleh 

Pemerintah karena belum dapat diadministrasikan (didaftarkan/diterbitkan 

sertipikat) sebagaimana amanat UUPA11. Masyarakat adat di Bali, berharap 

agar tanah-tanah Druwe Desa dapat secepatnya disertipikatkan sehingga 

mempunyai kepastian hukum, namun dalam realitasnya sampai dengan Tahun 

2016 semua tanah Druwe Desa (selain tanah Pura dan Laba Pura) belum 

dapat disertipikatkan. Keadaan ini menimbulkan kegamangan berkepanjangan 

yang seringkali berujung pada konflik. Berdasarkan data hingga akhir 2011 di 

Kabupaten Gianyar terdapat kasus adat (4 tapal batas desa) yang masih dalam 

tahap penyelesaian, yaitu Tapal Desa Ketewel – Desa Guwang, Tapal Desa 

 
Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Laporan Hasil 

Penelitian (strategis) Dosen, hal. 3. 
11 Pasal 19 UUPA mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Indonesia, serta perintah Presiden Joko Widodo agar paling lambat pada Tahun 

2015 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar (mempunyai sertipikat hak atas tanah). 
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Buruan – Desa Bedulu, Tapal Desa Keramas – Desa Medahan dan Tapal 

Desa Singapadu – Desa Celuk12. 

Sebagai subyek hukum, desa pakraman di Kabupaten Bangli 

Provinsi Bali memiliki (menguasai) tanah ulayat berupa tanah Pekarangan 

Desa (PkD), tanah Ayahan Desa (AyDs) dan tanah Palaba Pura Kahyangan 

Tiga. Awalnya, hanya eksistensi tanah Palaba Pura yang memiliki dasar 

hukum yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang 

Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah dan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/556/DJA/1986 tentang 

Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan yang Dapat Mempunyai 

Hak Milik Atas Tanah, sehingga tanah-tanah Pura (termasuk Laba Pura) yang 

dimiliki masyarakat adat (disebut pengempon Pura) dapat diterbitkan 

sertipikat Hak Miliknya. Sedangkan tanah-tanah Druwe Desa lainnya baru 

ada titik terang berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 

tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak 

Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah. 

Rencana penelitian ini terinspirasi oleh pengakuan tanah adat 

Druwe Desa dalam perkembangan pengaturan hukum agraria nasional. Studi 

tentang tanah adat khususnya di Provinsi Bali telah ada dan cukup beragam. 

Di tahun 2008 telah ada penelitian yang menegaskan keberadaan tanah-tanah 

ulayat di Bali, yang dibedakan menjadi : a) Tanah Druwe Desa, b) Tanah 

Palaba Pura, c) Tanah Pekarangan Desa (PkD) dan d) tanah Ayahan Desa 

(AyDs)13. Penelitian ini hanya menunjukkan pengklasifikasian tanah adat 

serta pola keberadaannya yang dilekati hak adat. Penelitian I Made Suwitra 

Tahun 2010 menunjukkan kecenderungan munculnya konflik akibat adanya 

 
12http://yuliutomo.blogspot.com/2012/02/pidana-adat-tinjauan-kasus-adat-di-bali.html, 

diunduh tanggal 2 April 2013; 
13 S. Hendriatiningsih, A. Budiartha, Andri Hernandi, Masyarakat dan Tanah Adat di Bali, 

Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; Jurnal Sosioteknologi Edisi 15 Th 7, Desember 

2008 hlm 523 

http://yuliutomo.blogspot.com/2012/02/pidana-adat-tinjauan-kasus-adat-di-bali.html
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peralihan/konversi tanah adat berdasarkan UUPA.14 Juga ada beberapa lokasi 

penelitian lain yang obyeknya tanah adat di Indonesia seperti Kabupaten 

Lebak Banten, Kabupaten Kampar, Riau atau di lokasi lain yang dikaji 

berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang mengaturnya.15 Penelitian-

penelitian tersebut menjadi bekal dan pijakan yang cukup bagi peneliti untuk 

melakukan kajian yang lebih mendalam lagi. Pemahaman komprehensif dan 

lengkap akan membantu menemukan celah permasalahan yang perlu dikaji 

dan dianalisis dalam melihat perkembangan pengakuan tanah adat khususnya 

dalam kerangka antisipasi tuntutan hukum tanah nasional yang tidak cukup 

mengakomodir kepentingan hukum adat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Konsep awalnya, tanah Druwe Desa dimaknai sebagai hak ulayat 

(prabumian) yang merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban dari 

masyarakat adat (krama), sebagai pendukung utama penghidupan dan 

kehidupan krama sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut 

termasuk bidang hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, 

mengatur dan memimpin peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaannya, 

serta hukum perdata yang berhubungan dengan hak bersama (krama) atas 

tanah Druwe Desa.  

Oleh karena selama ini desa pakraman sebagai sebuah lembaga 

desa adat hanya dianggap mempunyai wewenang yang beraspek publik saja, 

sehingga diasumsikan tidak dapat mempunyai/memiliki hak atas tanah yang 

beraspek perdata. Tanah Druwe Desa merupakan tanah kepunyaan bersama, 

dalam arti hanya dapat dikuasai oleh krama (anggota kelompok) saja. Krama 

sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai 

 
14 I Made Suwitra. Dampak konversi dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali. 

Artikel Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Nomor 1 Vol. 17 

Januari 2010: hlm. 103-118 
15 Lihat Laporan hasil Penelitian Strategis Julius Sembiring, dkk Tahun 2008 yang berjudul 

Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Suatu Tinjauan Terhadap 

Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah 

Ulayat) dan Penguasaan Tanah Ulayat Suku Baduy, Kabupaten Lebak Di Provinsi Banten. 
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dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi 

kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, 

sampai dengan hak yang bersifat tetap yang umum disebut hak milik adat. 

Terhadap tanah ulayat (tanah adat) yang sudah menguat (terindividualisasi) 

menjadi hak milik adat ini umumnya dapat dilakukan penerbitan sertipikatnya 

oleh masyarakat adat (krama) secara individu dan atau kelompok.   

Dengan demikian, masalah yang perlu untuk dilakukan kajian 

secara mendalam adalah apakah tanah Druwe Desa itu merupakan tanah 

ulayat yang dimiliki secara perdata oleh desa pakraman atau merupakan 

bekas tanah ulayat yang sudah mengalami individualisasi pada krama 

(sebagai anggota masyarakat adat), sehingga krama yang mempunyai 

hubungan keperdataan. Hal itu perlu dicari kejelasannya, karena secara de-

facto terdapat tanah Druwe Desa (tanah Ayahan Desa (AyDs)) yang dari 

dahulu sampai dengan sekarang (dapat diwariskan) penguasaannya oleh 

krama, namun pengurusan dan pengawasan secara de-jure ada pada desa 

pakraman yang dilakukan oleh prajuru adat.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengadministrasian tanah Druwe Desa dalam 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Provinsi Bali? 

2. Bagaimana dinamika perlindungan tanah Druwe Desa di Kabupaten 

Bangli Provinsi Bali? 

3. Bagaimana memaknai tanah Druwe Desa sehingga perlu untuk dilindungi 

dan disertipikatkan? 

  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh gambaran (deskripsi) implementasi perundang-undangan 

dan regulasi pengakuan tanah Druwe Desa dalam praktek 
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pengadministrasiannya melalui pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Provinsi Bali 

b. Melakukan analisis makro dan mikro mengenai perkembangan 

kebijakan pengakuan tanah-tanah adat yang ada di Provinsi Bali 

c. Melakukan analisis mengenai pemaknaan tanah Druwe Desa sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar dalam perlindungan dan penerbitan 

sertipikat hak atas tanahnya. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

pengayaan studi Sosiologi Hukum, utamanya di bidang kebijakan 

pengaturan tanah-tanah adat 

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi 

bagi otoritas Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun otoritas 

pertanahan dalam mengevaluasi bentuk-bentuk pengakuan tanah Druwe 

Desa dalam rangka pengaturan tanah-tanah adat di Provinsi Bali. 

 

D. Cakupan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana politik 

hukum negara, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan nasional 

yang dibuat oleh Pemerintah dalam memaknai, mengatur dan menentukan 

keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Jadi, 

penelitian ini lebih menekankan pada sisi bagaimana negara memperlakukan 

masyarakat hukum adat. Penelitian ini membatasi politik hukum nasional 

pada peraturan perundang-undangan nasional antara lain UUD 1945, 

Ketetapan MPR, undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, 

lingkup kebijakan nasional juga dibatasi dalam konteks pengakuan dan 

perlindungan masyarakat hukum adat dalam permasalahan sumber daya alam 

dalam hal ini bidang pertanahan khususnya hak ulayat dan lebih khusus lagi 

terhadap tanah Druwe Desa di Bali.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah-tanah Druwe Desa melalui PTSL di 

Kabupaten Bangli tetap diarahkan agar dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum hak atas tanah, sehingga prosedurnya meliputi kegiatan 

perencanaan dan persiapan lokasi, panitia dan penyuluhan dilanjutkan 

dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, serta 

pembukuan dan penerbitan sertipikat hak milik dengan subyeknya desa 

pakraman. 

Berbeda dengan tanah ulayat pada umumnya, tanah Druwe Desa 

Pakraman di Bali yang dipersamakan dengan hak ulayat, sudah dikonversi 

menjadi hak milik berdasarkan Pasal II Ketentuan-Ketentuan UUPA, 

karena telah memenuhi kreteria keberadaan masyarakat adatnya serta isi 

hak dan wewenang pemegang haknya sebagaimana atau mirip hak milik, 

namun pendaftaran haknya baru dapat dilakukan setelah ada penegasan 

subyek haknya melalui: 

a. Penegasan Pura sebagai subyek Hak Milik atas tanah Druwe Desa 

dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 

556/DJA/1986; dan 

b. Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek Hak 

Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah, berdasarkan Keputusan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 276/KEP-19.2/X/2017.   

2. Warisan budaya termasuk tanah Druwe Desa pakraman di Bangli, 

memiliki adat dan budaya yang bersifat unik dan khusus, diakui dan 

dilindungi dalam beberapa piagam internasional, tingkat nasional dan lokal 

sebagai instrumen yang mengakui dan menghormati eksistensi tanah-tanah 

ulayat sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia, namun 
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pengaturannya belum terkonsep secara sistematis. Awalnya mekanisme 

pengakuan tanah ulayat (termasuk tanah Druwe Desa yang dimaknai 

sebagai hak ulayat) melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, dan terakhir diganti lagi 

dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 10 Tahun 2016, namun kebijakan ini tetap belum 

operasional dapat digunakan untuk memproses pengadministrasian 

kepemilikan tanah-tanah ulayat. Dengan terbitnya Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor SK. 556/DJA/1986 dan Keputusan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-

19.2/X/2017, maka tanah-tanah Druwe Desa dapat disertipikatkan menjadi 

hak milik, sehingga kepemilikan oleh desa pakraman serta penguasaan 

tanah oleh krama semakin terlindungi secara hukum.   

3. Tanah Druwe Desa merupakan warisan budaya yang berwujud yaitu 

bidang tanah, sekaligus juga sebagai bagian dari sebuah institusi sosial 

yaitu desa pakraman yang terdiri dari aspek parhyangan, aspek pawongan 

dan aspek palemahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Agar 

kelembagaan desa pakraman dapat tetap berlangsung (ajeg), maka 

kepemilikan tanah Druwe Desa dilakukan oleh desa pakraman secara 

komunal, sedangkan penguasaan dan pemanfaatan sebagian tanah Druwe 

Desa dapat diberikan kepada para krama sesuai dengan maksud, tujuan 

dan peruntukan tanahnya dengan kewajiban ngayah sesuai awig-awig 

masing-masing desa pakraman.   

 

B. Saran 

1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali perlu membuat 

petunjuk teknis tentang tata cara pembukuan ha katas tanah Druwe Desa 

pakraman agar terdapat keseragaman penulisan pemegang hak dalam 

sertipikat tanahnya. 

2. Penerbitan sertipikat Hak Milik Desa Pakraman oleh kantor pertanahan 

sebaiknya dilakukan per-bidang kepemilikan (bukan per-bidang 
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penguasaan oleh krama) sebagai induknya, selanjutnya terhadap 

penguasaan tanah oleh krama dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Guna 

Bangunan di atas Hak Milik Desa Pakraman.   

3. Otoritas pertanahan perlu membuat kebijakan pensertipikatan tanah-tanah 

Druwe Desa atau tanah ulayat lainnya, yang memungkinkan penerbitan 

sertipikat (hak milik) induk sekaligus sertipikat hak Pakai atau Hak Guna 

Bangunan di atas hak milik induk, tanpa menggunakan Akta yang dibuat 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

4.  Pensertipikatan tanah Druwe Desa pakraman ini dapat dipakai sebagai 

sumber informasi dalam upaya pengakuan tanah-tanah ulayat lainnya yang 

ada di Indonesia 
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Lampiran 1. Panduan Wawancara 

 

 

PANDUAN WAWANCARA 

 

A. Informan: Pemda, Majelis Adat, Prajuru adat, Krama, dengan materi 

pertanyaan: 

1. Umum:  

a. Keadaan wilayah: topografi, prasarana, penggunaan tanah, tata ruang, 

pemilikan/ penguasaan tanah, status tanah; 

b. Kependudukan, rutinitas hubungan sosial budaya masyarakat, dll; 

2. Konsep dan operasionalisasi Tri Hita Karana: Parhyangan, Pawongan, 

Palemahan 

3. Awig-awig: prosedur pembuatan, sistematika, isi, pelaksanaan, 

masalah/kendala 

4. Desa Pakraman:  

a. Struktur 

b. Tugas dan fungsi 

5. Krama:  

a. jumlah 

b. persyaratan  

c. hak  

d. kewajiban 

6. Tanah Druwe Desa:  

a. perolehannya  

b. jumlah (luas, bidang)  

c. persebaran  

d. penggunaan tanah  

e. pemanfaatan tanah (siapa, apa dasar)  

f. Masalah atau kendala dalam pengaturan dan pengelolaan tanah druwe  

7. Penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017: 

a. Latar belakang 

b. Tahapan 

c. Kendala 

 

B. Informan Kanwil, Kantah, Panitia PTSL, dengan materi pertanyaan: 

1. Status Tanah: luas dan persebarannya 

2. Penggunaan tanah: luas dan persebarannya 

3. Perkembangan penerbitan sertipikat  

4. Perkembangan pensertipikatan tanah Druwe Desa 

5. Pelaksanaan PTSL: proses pensertipikatan tanah Druwe Desa 

a. Tahapan (termasuk menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor10/2016 atau tidak) 

b. Persyaratan 
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c. Kendalanya 

6. Penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor276/KEP-19.2/X/2017: 

a. Latar belakang 

b. Tahapan 

c. Konsep tanah Druwe Desa (apakah merupakan tanah ulayat yang 

terindividualisasi menjadi hak milik krama atau milik Desa Pakraman)  

d. Kendala 
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Lampiran 2. Peta Administrasi Kabupaten Bangli 
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Lampiran 3.  SK Penetapan Lokasi PTSL Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bangli Tahun 2017 
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Lampiran 4.  SK Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli 

Tahun 2017 
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Lampiran 5.  Surat Tugas Penyuluhan Dan Notulen Penyuluhan  

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun 2018 
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Lampiran 6. Surat Tugas Sidang Pemeriksaan Lapang  
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Lampiran 7.  Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun 

2018 
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Lampiran 8.  Berita Acara Penyerahan Sertipikat PTSL Tahun 2017 
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